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tidak dapat ditarik kembali, tanpa pengecualian. Dengan demikian yang dimaksud
dengan hibah adalah pemberian seseorang atau badan hukum kepada orang lain
dalam keadaan sipemberi masih hidup (ada) walaupun anak kecil, dengan tujuan
untuk dimiliki atau dimanfaatkan sesuai dengan keinginannya. Dari pengertian di
atas dapat disimpulkan bahwa hibah dapat diberikan oleh siapapun atau instansi
manapun tanpa imbalan, dan diberikan pada saat sipemberi masih hidup.
Perbedaan atara Hibah, Wasiat, Wakaf, Dan waris adalah :
1. Hibah
Menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang
sebelumnya orang lain itu tak punya hak terhadap hak tersebut. Para fuqaha
mendefinisikan sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik kepada
orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.
2. Wasiat
Adapun makna wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada
orang lain, bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain, membebaskan
hutang orang itu atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya
setelah ia meninggal dunia.
3. Wakaf
Wakaf asal katanya adalah waqaf, berarti menahan, mengekang,
menghentikan. Dalam hal ini menghentikan perpindahan hak milik atas suatu
harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu
kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk

digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini, disusun penulis yang
memuat 5 (lima) bab yang mana setiap bab terbagi sub-sub bab yans antara lain
sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan membahas tentang Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Jl;.dul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika
Penulisan.
BAB 11 : TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA
Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini
pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judl;l babnya.
Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan
dengan Pengertian Sengketa, Penyebab Terjadinya Sengketa,
Akibat Adanya Sengketa, dan Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa.
BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DAN
HIBAH
Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul
babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Sewa
Menyewa, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa, —

Pengertian Hibah, serta Cara Menghibahkan Sesuatu.
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BAB IV

BABV

:TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN
OBJEK HIBAH

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tata Cara Sewa Menyewa
Tanah dan Bangunan Objek Hibah, Faktor-Faktor Penyebab
Terjadinya Sengketa Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Objek
Hibah, Akibat Hukum Terjadinya Sengketa Sewa Menyewa Tanah
Dan Bangunan Objek Hibah, Penyelesaian Sengketa Oleh
P;:ngadilan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari
seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang

merupakan sumbangsih pemikiran penulis.
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berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat

ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

-Negoisasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang

sama atau berbeda.

-Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediater yang tidak
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri
utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses
musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau
musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau
menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

-Arbitrase Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin)
yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut
kebijaksanaan”.

Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang
atau beberapa oramg arbiter.

Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan
secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter

itu sendiri;
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Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan
terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), tetapi tetap saja, banyak
wajib pajak yang lalai untuk membayar paiak bahkan tidak sedikit yang
cenderung menghindari kewajiban tersebut. Hal inipun mendorong pemerintah
menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para
wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah
gijzeling atau lembaga paksa\ badan. Tapi keberadaan lembaga ini masih
kontroversial. Karena beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan
lembaga paksa badan atau gijzeling merupakan hal yang sangat berlebihan. Tapi
di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk
memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengk;:ta dibidang perpajakan telah
memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak
berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak
adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan
kerancuan mengingat-obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP)
yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pengadilan pajak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak— — — —— ——- 77; e —-:,—:,-; e

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau

Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
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2. Batas Wilayah.

Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar
Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing — masing.
Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan
(Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada
tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.

Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin
tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa).
Sehingg‘a cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR
artinya AS bertindak sebagai satu — satunya kekuatan yang mengendalikan
sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung muncul sengketa di dunia

internasional.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai adalah:
a) Prinsip itikad baik (good faith);
b) Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
¢) Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa ;
d) Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok
sengketa;

—e) -Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus); - - -
f) Prinsip penggu;aan terlébih déhulu hukum nasional negara untuk
menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local remedies),

g) Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan

integritas wilayah negara-negara.
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Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat
prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu:
a. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para
pihak;
b. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
c. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;

d. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

4. Sengketa dibidang Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih
yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau
beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para

pihak.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras
dari persaingan. Secara makro sumber konflik besifat struktural misalnya beragam
kesenjangan. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya
perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data
atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau
perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur
pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis
merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum
tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi

tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah
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Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek
hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau
pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di sidang
pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak yang
merugikan pihak lain yang tidak bias diselesaikan dengan cara damai di luar

sidang pengadilan.

B. Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas,tidak sepaham baik dalam
bentuk pemikiran maupun tindakan yang tentunya akan menibulkan suatu gejolak
diantar kedua belah pihak yang meninbulkan pertentangan maupun perselisihan
baik antara orang dengan perorangan,orang dengan suatu kelompok serta suatu
kelompok dengan kelompok lainnya. Konflik, sengketa, pelanggaran atau
pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan
terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin
merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau
pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan

mekanisme- penyelesmarr sengketa alternatif atau alternative dtspute resolution

yang tldak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas
kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian
masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah

memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari.
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(law abiding citizen). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak
seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan
metode keadilan formal, yang salahsatunya berupa tindakan kepolisian represif
dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (law enforcement process).
Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada
upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya,
kalaupun muncui suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi

“kalah-kalah” (Jost-lost) atau “menang-kalah” (win-losf).

Memang, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa dalam
suatu negara kekuasaan atau macht staat tadi, yang cenderung dilakukan adalah
proses penegakan hukum formal melalui litigasi. Dalam kenyataannya, di negara-
negara seperti itu, kalaupun dilakukan suatu proses penegakan hukum terhadap
suatu perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi adalah suatu formalitas
hukum atau bahkan pengenyampingan hukum sama sekali Adalah kooptasi (
penerimaan unsur-unsur baru atau wacana dalam pemerintahan) besar-besaran
pada elemen-elemen negara bidang hukum itulah (contoh terjelas adalah terhadap
peradilan), sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya biasa dan

diskriminatif tetapi justru malah tidak adil.

—— Dalam konteks-kehadiran masyarakat yang mau—untuk patuh-pada-hukum-
ataupun yang telah patuh hukum dalam suatu negara kesatuan tersebut, maka
semangat yang muncul dewasa ini adalah juga semangat pengenyampingan untuk
tidak mempergunakan proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun

bedanya adalah, dalam konteks ini, pengenyampingan dilakukan guna mencapai
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pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perikatan itu tidak ada, maka para
ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda apakah debitur dapat
melaksanakan perikatan itu dan dengan memtzyar ganti kerugian, sebelum ada
tuntutan kreditur di muka pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan
kerugian.

Dalam hal sengketa atan permasalahan wanprestasi maka sebagai
akibatnya seperti yang telah dii)aparkan di atas yaitu menuntut ganti rugi kepada
pihak yang melanggar suatu perjanjian atau yang melakukan wanprestasi, dan
akibat lainnya mengganti segala kerugian yang telah diperbuat. Samz; halnya
dalam perjanjian sewa menyewa jika salah satu pihak yaitu penyewa tidak
membayar uang sewanya kepada pemilik suatu rumah atau bangunan maka si
penyewa dapat membayar denda atau bahkan tidak bleh menempati lagi suatu
rumah atau bangunan yang diseWanya karena telah melanggar suatu aturan sewa
menyewa.

Dalam hal sengketa pertanahan tentang kepemilikan hak atas tanah,
mungkin banyak pihak yang memalsukan sertipikat kepemilikan hak atas tanah
dan bahkan menjual tanah tanpa izin pemilik atau ahli waris sebagai pemiliknya,
sebagai akibat adanya sengketa pertanahan tentang kepemilikan hak atas tanah
bisa melalui badan pertanahan nasional, dan juga pengadilan jika tanah tersebut
sudah- dialihkan. Akibat lain, tanah yang menjadi objek sengketa bisa saja untuk
sementara tidak boleh digunakan maupun dimanfaatkan karena menjadi objek
sengketa.

Dalam hal sengketa dapat disangkut pautkan dengan harta kekayaan,

karena biasanya yang menjadi permasalahan adalah hukum harta kekayaan yang
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dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat,
sederhana dan biaya murah.

g. Pemeliharaan hubungan baik -
Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif juga dapat menjaga atau
memelihara hubungan baik di antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal
ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis
dengan atau tanpa melibatkan pihak~ ketiga yang netral dan putusan
hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian, sifat
penyelesaian sengketa yang ada, yakni win-win solution, bahwa setiap pihak
tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara
proporsional.

h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
Hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif dapat lebih mudah
diperkirakan hasilnya (predictable). Hal ini tentu saja berbeda dengan
penyelesaian sengketa secara litigasi diperadilan. Di peradilan, proses
persidangan berlangsung lama, apalagi dalam hal para pihak yang

- “bersengketa melakukan upaya-upaya hukum berupa banding dan kasasi,

bahkan hingga sampai ke tahap peninjauan kembali. Proses yang panjang dan
lama itulah yang menyebabkan terjadinya tumpukan perkara di lembaga

—peradilan negara. Sementara melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif —
dengan prosedur yang fleksibel, akan memudahkan bagi pihak bersengketa
untuk memperkirakan hasil penyelesaiaannya.

i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara

kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan
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e. Adanya jangka waktu.

Di dalam KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk
perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian
sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan.Dalam perjanjian
sewa menyewa tanah/ bangunan, khususnya dalam praktik dibuat dalam bentuk
tertulis dan isi perjanjian tersebut telah dirumuskan oleh para pihak, dan atau
notaris.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti
perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara
para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga.
Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian
sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan
maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa dalam praktek khususnya sewa
menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan
subtansi atau isi perjanjian sewa menyewa biasanya yang paling dominan adalah

pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada dipihak yang lemah.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada
hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian.
Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam Pasal 1550 KUH
Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu :

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
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b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang
tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

¢. Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram dari pada barang yang
disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang
disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik. Tentang
pemeliharaan barang yang disewakan piﬁak yang menyewakan barang diwajibkan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang
disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUH Perdata
yang berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali
pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.;’

Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari barang yang
disewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat
dari barang yang dapat merinangi pemakaian barang yang disewakan walaupun
sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat
tersebut  mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang
menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan

atau ﬁ?xiﬁngdﬁ}angmcnggangupenyewa me_nﬂgmgﬁ 6@1%- sewa yang disebabkan

suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1556 dan 1557 KUH Perdata. Jika terjadi
yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa

menurut imbangan, asalkan ganguan dan rintangan tersebut telah di beritahukan
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(surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si
pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat
dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W
dinamakan “legaat” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan
penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W itu
adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik
kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada.
Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar
mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka
jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang
lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang
yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk
menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam
penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut,
dianggap sebagai batal (Pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa
ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain,
berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya
seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal
mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.
Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang

terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat hasil saja.
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Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima
hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang
dinyatakan dengan tegas didalam akte hibah sendiri atau didalam ~uatu daftar
yang ditempelkan padanya (Pasal 1670). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa
adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan
melunasi beberapa utang si penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang
yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). .Kalau itu tidak disebutkan
dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahnya.

Si penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah
uang dari harta-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah
memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk
seluruhnya pada si penerima hibah (Pasal 1671). |

Menurut Pasal 1672 si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap
berhak mengambil kembali barang yang telah di berikannya baik dalam halnya si
penerima hibah sendiri, maupun dalam halnya sip enerima hibah beserta
keturunan-keturunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada si penghibah ;
tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan si
penghibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan

1tu 1ala£ ba}i\;a s;g;ia' pengasmlgan I;Ar;ng—barang*yang; t;lah’ ‘dihibahkan i;
dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada si penghibah, bebas dari
segala beban dan hipotik yang telah diletakkan diatasnya sejak saat penghibahan
(Pasal 1673). Pasal ini memberikan kepada suatu kekuatan berlaku terhadap

pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 50
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa Ké?egpwgﬁ{tﬁ%%%qﬂﬁﬁ%a acid)1/8/24



Yusuf Arif Kurnia- Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa....

jumpai dalam suatu jual-beli dengan hak membeli kembali. Pihak-pihak ketiga
diharuskan memperhatikan dan mentaati janji yang tercantum dalam suatu
penghibahan. Sudah barang tentu Pasal 1673 ini tidak bisa diperlakukan kalau
yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini
pihak pembeli selalu diperlindungi oleh Pasal 1977.

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk
menyerahkan suatu Barang yang telah dihibahka, kepada seorang lain, maka si
penghibah tidak diwajibkan menanggung. Ketentuan ini juga sangat wajar, karena
penghibahan adalah suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma, aﬂiﬂya tanpa imbalan
prestasi dari pihaknya si penerima hibah. Kepadda si penghibah tidak ada
kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacad-cacad
yang tersembunyi seperti halnya dengan .seorang penjual barang.

Pasal 1675 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dari Buku II berlaku
untuk penghibahan. Jika kita melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata
bahwa itu mengenai apa yang dinamakan: pengangkatan waris atau pemberian
hibah wasiat secara “lompat-tangan”. Dengan itu dimaksudkan: penunjukan
seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu festamen (wasiat) dengan
ketentuan bahwa si waris atau si penerima hibah wasiat dilarang untuk memindah-
tangankan barang-barang warisan itu (seumur hidup mereka) sedangkan barang-
barang tersebut, setelah- mereka meninggal,-harus diberikan kepada seorang-atau
orang-orang lain lagi yang ditunjuk di dalam festament tersebut.

Dimaksudkan oleh Pasal 1675 tersebut di atas, bahwa larangan-larangan
itu berlaku juga terhadap penghibahan. Dengan demikian adalah terlarang

pemberian hibah yang disertai penetapan bahwa si penerima hibah selama
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Juga sudah kita lihat bahwa syarat “dengan Cuma-Cuma” tidak melarang
adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban (bahasa Belanda : “/ast”),
yaitu suatu kewajiban dari si penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya
memberikan beasiswa kepada seorang mahasiswa. Apabila “beban” tersebut
melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat

dikatakan tentang suatu penghibahan.

D. Cara Menghibahkan Sesuatu

Pasal 1682 menetapkan: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam
Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akte
notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Ternyata Pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: Pemberian
barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas
tunjuk dari tangan satu ketangan lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah
sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang
pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah.

Dari Pasal-pasal 1682 dan 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa untuk
penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akte

notaris, tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat

¥-fpénagihan I;tang—'atas tunjuk (“aan toonder”)-tidak diperlukan sesuatu formalitas
dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada
si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian

hibah atas namanya.
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mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan
asal ia dibantu oleh orangtuanya atau orang yang harus memberikan ijin
kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah “dibantu”
dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya
(sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orangtuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia
héu’us diwakili oleh orangtua atau wali. Undang-undang hanya memberikan
pembatasan dalam Pasal 1679, yaitu menetapkan orang yang menerima hibah itu
harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan)\pada saat dilakukannya penghibahan,
dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W yang berbunyi: Anak yang ada
dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingkan si
anak itu menghendaﬁny&

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan isteri selama
perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku
terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang
bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi, mengingat kemampuan si penghibah.
Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti- kalau- suami-isteri itu kawin dengan
(perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam
percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem B.W), maka

~kekayaan kedua belah pihak -dicampur—menjadi satu, baik kekayaan- yang
dibawanya kedalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing
selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini
dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan

transaksi-transaksi dengan si suami atau si isteri dimana mereka tentunya
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menyadarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau isteri
itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat adanya suatu larangan untuk
merubah suatu perjanjian perkawinan,

Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-
lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau
penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para
pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu
(Pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh Presiden itu sekarang adalah Menteri
Kehakiman.

Pasal 1681 menyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II B.W.
(Pasal 904, Pasal 906, Pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika kita
lihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan itu mengandung
larangan memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa
si pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak
pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya
dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya si pemberi, kepada dokter yang
merawat si pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya si pemberi ini,
kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat oleh si

pemberi hibah itu, dan lain-lain.
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B. SARAN

1. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak, meskipun
sudah benar lebih baik dalam membuat suatu perjanjian, baik itu
perjanjian sewa menyewa maupun dalam bentuk perjanjian lain sebaiknya
dibuat dalam akta otentik agar memudahkan penyelesaian sengketa, jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian han

2. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa maupun perjanjian yang lain
terutama sewa menyewa bangunan harus jelas objek yang diperjanjikan,
jangan sampai ada permaslahan tentang kepemilikan suatu bangunan
dalam sewa menyewa yang akan menimbulkan sengketa atau perselisihan
bagi pihak yang akan membuat perjanjian sewa meyewa bangunan.

3. Jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam suatu perjanjian terutama
perjanjian sewa menyewa bangunan, ada baiknya diselesaikan secara
kekeluargaan dan di luar pengadilan, jangan sampai masuk kepengadilan,
karena akan membutuhkan banyak waktu dan juga biaya yang besar dan
proses yang lama yang akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang kalah

jika sudah diputuskan.
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